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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Terhadap  terdakwa anak  Muhamad Eko Prasetyo (17) dan Bima  Adityawan 

(18), tidak dilakukan upaya diversi oleh aparat penegak hukum  dari tingkat 

penyidik anak, penuntut anak dan hakim anak dengan alasan bahwa  anak tersebut  

telah melakukan tindak pidana pengulangan.  Aparat penegak hukum  dalam 

menangani perkara atas terdakwa anak  Muhamad Eko Prasetyo (17) dan Bima 

Adityawan (18), dianggap terlalu positivistis dalam menjalankan tugasnya sebagai 

penegak hukum, mestinya aparat penegak hukuma harus lebih progresif dalam 

menjalankan fungsi penegakan hukum, apalagi dalam kasus anak yang 

berhadapan dengan hukum.  Aparat penegak hukum lebih mendahulukan prinsip 

primum remedium daripada ultimum remedium, sebab opsi utama dalam 

penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum adalah diversi dengan 

pendekatan restoratif justice bukan pemidanaan. 

 

2. Sanksi terhadap aparat penegak hukum (penyidik, penuntut dan hakim anak) yang 

berlaku saat ini hanya sebatas sanksi administratif dan kode etik. Pengawasan 

yang tegas serta sanksi  pidana terhadap aparat penegak hukum yang tidak 

menjalankan tugas dan fungsi secara baik perlu diatur dalam suatu ketentuan guna 

mencegah aparat penegak hukum agar tidak semena-mena dalam menentukan opsi 

penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum. 
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B. Saran  

1. Penegak hukum agar memperhatikan ketentuan aturan yang diberlakukan kepada 

anak yang berhadapan dengan hukum dalam menangani perkara anak yang 

berhadapan dengan hukum. Diharapakan agar penegak hukum tidak terlalu 

positifistis dalam menangani kasus anak yang berhadapan dengan hukum tetapi 

harus lebih mengedepankan perlindungan anak dengan mengutamakan opsi diversi 

sebagai penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, dibandingkan 

harus menjatuhkan pidana terhadap terdakwa anak dalam hal penjatuhan sanksi 

lebih kearah pendidikan dan pembangunan karakter terhadap anak sehingga 

ancaman-ancaman pidana penjara menjadi alternatif terakhir dalam memberikan 

sanksi bagi anak. 

2. Penulisan ini dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat dan keluarga  bahwa 

dalam penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum tidak selamanya 

harus  dipidana, tetapi dapat diselesaikan melalui jalur diversi melalui pengalihan 

perkara anak dalam proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan dengan 

mingikutsertakan masyarakat untuk ikut berpartisipasi baik dalam penyelesaian 

maupun melakukan pengawasan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. 
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